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PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.   KEBIJAKAN AKUNTANSI
1.
Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
Entitas Akuntansi adalah seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebagai pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun serta menyampaikan laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari 42 (empat puluh dua) entitas akuntansi. Dengan demikian produk yang dihasilkan oleh entitas pelaporan ini adalah laporan keuangan konsolidasian yang berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

2.
Basis Akuntansi 

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan Keuangan Kabupaten Lombok Tengah adalah basis kas menuju akrual (cash towards accrual), dimana basis kas digunakan untuk  pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam Neraca.

1) Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa :

a) Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah. 

b) Belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

2)
Aset, kewajiban dan ekuitas dana yang disajikan dalam Neraca diakui diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada sat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.

Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan.

3.
Basis Pengukuran

Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daearh.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

4.
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ini telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dengan demikian, dalam penyusunan  LKPD ini telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPD ini adalah 

1).
Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan  tidak perlu dibayar kembali. Akuntansi pendapatan dilakukan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto bukan jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan. Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat  pendapatan  adalah Surat Tanda Setoran (STS), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan dokumen lain yang terkait.

2)
Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perendaharaan. Belanja disajikan di muka laporan keuangan menurut klasifikai jenis belanja. Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat belanja adalah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Nota Debet.

3)
Pembiayaan

Pembiayaan  adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto bukan jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat  penerimaan pembiayaan adalah Nota Kredit, sedangkan untuk  pengeluaran pembiayaan digunakan Nota Debet dan SP2D.

4) Aset

Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

a)
Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar ini terdiri dari dari Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang dan Persediaan.

(1) Kas, terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di bendahara penerimaaan. 

· Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas pemerintah daerah ang berada di rekening Kas Daerah pada pada bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. 
· Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah. 
· Kas di Bendahara Penerimaan adalah kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan pajak dan retribusi  yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas daerah. 
(2)
Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Pos-pos piutang, antara lain : 

· Piutang Pajak, yakni piutang yang diakui atas pajak hotel , restauran dan pajak lainnya

· Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Bagian Lancar Tagihan penjualan angsuran merupakan reklasifikasi tagihan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Perkiraan ini untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo ke bagian lancar tagihan penjualan angsuran. 

· Bagian Lancar TGR  merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TGR ke dalam aset lancar  disebabkan adanya TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Perkiraan ini untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan reklasifikasi lain-lain aset berupa TGR  ke bagian lancar TGR Bagian lancar tuntutan perbendaharaan

· Piutang lainnya

(3) Investasi Jangka Pendek

(4) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasrkan harga perolehan untuk persediaan yang diperoleh dengan cara membeli, harga standar apabila diperoleh dengan produksi sendiri, dan berdasarkan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan. 

Persediaan tersebut dinilai dengan menggunakan harga pembelian persediaan yang terakhir. Dokumen sumber untuk mencatat persediaan adalah Laporan stock opname yang dibuat setiap akhir tahun anggaran berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

b)
Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non  permanen

(1)
Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan untuk mendapatkan dividen atau menenamkkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. 

Penyertaan modal Pemda menggambarkan jumlah yang dibayar oleh pemerintah untuk penyertaan modal dalam badan usaha milik negara/daerah di dalam dan di luar negeri serta lembaga-lembaga keuangan dimana pemerintah memiliki 51% atau lebih dari saham ekuitas dari setiap badan usaha tersebut.  

Investasi Permanen pada Kabupaten Lombok Tengah berupa Penyertaan modal/ekuitas dalam badan usaha milik negara/daerah (BUMN/BUMD), lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan usaha lainnya bukan milik negara.

(2) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen  adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan daerah, dan pihak ketiga lainnya. 

Investasi Non permanen meliputi seluruh dana pemerintah daerah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota Koperasi, Kelompok Swadaya Masyarakat, Badan Perkreditan Rakyat.

c) Aset Tetap

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu)  periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. Aset tetap terdiri dari: 1. Tanah, 2. Gedung dan Bangunan, 3. Jalan, Irigasi dan Jembatan, 4. Peralatan dan Mesin, 5. Aset Tetap Lainnya; dan 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan.

(1)
Tanah

Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini  meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Nilai tanah juga meliputi biaya pembelian bangunan tua yang terletak pada sebidang tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sebuah gedung yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar. 

(2) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak  konstruksi akan  meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan  sehubungan dengan konstruksi  dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari  pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola,  jika ada. 

(3) Jalan, Irigasi dan Jembatan

Jalan, irigasi dan jaringan, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai.

(4) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan. Untuk peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

(5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap  lainnya sampai siap pakai.  Biaya ini meliputi biaya perolehan semua aset tetap lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat kedalam aset tetap yang telah diuraikan sebelumnya. 

(6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan, menggambarkan biaya yang diakumulasikan sampai pada tanggal laporan posisi keuangan dari semua  jenis aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.

Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersanglutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan prolehannya. Aset ini dicatat dengan biaya perolehan.

Aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan dan bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d)
Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Termasuk Aset Lainnya adalah Aset lainnya antara lain Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

(1)
Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah dan kendaraan dan tagihan angsuran lainnya kepada pegawai pemerintah. Perkiraan dibagi ke dalam sub perkiraan tagihan  angsuran rumah dan piutang angsuran penjualan kendaraan dan tagihan angsuran lainnya. 

Dokumen sumbernya adalah Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bagian Aset Daerah tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain.

(2)  Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi menggambarkan tagihan kepada bendahara/pegawai Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang terbukti menyalahgunakan uang negara/daerah atau menghilangkan aset pemerintah/pemerintah daerah. Tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tanggung jawab Mutlak atau Surat Keputusan Pembebanan dari pejabat yang berwenang setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
(3)   Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa : Bangun, Kelola, Serah (BKS) dan Bangun, Serah, Kelola (BSK). 

Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap. 

Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
(4) Aset Tak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah. Aset tak berwujud meliputi software komputer, lisensi dan franchise, hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya serta hasil kajian/penelitian.

(5) Aset Lain-lain

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud. Aset lain-lain dapat berupa  aset tetap pemerintah daerah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah. 

5) Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.
6)
Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiaannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban muncul antara lain karena sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a)
Kewajiban Jangka Pendek 

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
(1)
Utang Perhitungan Fihak Ketiga

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

(2) Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak ketiga merupakan kewajiban yang timbul karena pemerintah telah menerima barang atau jasa yang ada pada kontrak perjanjian namun belum dilakukan pembayaran atas barang atau jasa tersebut

(3)
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang  merupakan reklasifikasi kewajiban  jangka panjang ke dalam bagian lancar uatang jangka pendek yang disebabkan adanya kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. 

b)
Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang yaitu kewajiban yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikannilai tercatat kewajiban tersebut.

Utang bunga atas utang pemerintah daerah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

7) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah daerah. Ekuitas dana diklasifikasikan atas Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan. 

a) Ekuitas dana lancar

Ekuitas dana lancar adalah adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek yang mencerminkan kekayaan pemerintah yang bersifat lancar.

b) Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Invesatasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

c) Ekuitas Dana Cadang

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai peraturan perundangan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara garis besar telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan walaupun belum sepenuhnya dilaksanakan. Pada LKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010, masih terdapat beberapa hal yang masih belum sesuai dengan ketentuan dalam SAP antara lain :

1. Seluruh aset tetap yang dikelola oleh SKPD/Pemerintah Dearah  selaku pengguna barang belum disusutkan/didepresiasi, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan PSAP No. 07  tentang  Akuntansi Aset Tetap, dimana Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). 

2. Laporan Keuangan Konsolidasian yang dihasilkan belum melalui proses konsolidasi sesuai PSAP  No. 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian, paragraf 19 yang berbunyi, Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Kekurangan tersebut diatas merupakan  tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam memperbaiki sitem akuntansi pemerintahan di daerah dan untuk menjaga konsistensi  terhadap regulasi yang ada, maka upaya perbaikan terhadap kekurangan yang terjadi akan selalu terus dilakukan dan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada SAP akan diterapkan sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
B. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan dengan penjelasan sebagai berikut :

I. 
POS-POS NERACA


Posisi Keuangan per 31 Desember 2012 adalah Aset  sebesar Rp.2.103.726.630.215,82 Kewajiban sebesar Rp.1.964.800.509,64 dan Ekuitas Dana sebesar Rp.2.101.761.829.706,18.
Jumlah Aset sebesar Rp.2.103.726.630.215,82 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.91.557.946.915,78, Investasi Jangka Panjang sebesar RP.56.362.500.579,92, Aset Tetap sebesar Rp.1.949.985.111.078,14 dan Aset Lainnya sebesar Rp.5.821.071.641,98.
Jumlah Kewajiban sebesar Rp.1.964.800.509,64 terdiri dari  Utang Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp.659.392.867,00,Utang Pemotongan Pajak Pusat sebesar Rp.24.282.682,00 dan utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp.1.281.124.960,64.
Total Ekuitas Dana sebesar Rp.2.101.761.829.706,18 terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp.89.593.146.406,14 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp.2.012.168.683.300,04.

1. 
ASET

a) Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp.91.557.946.915,78 dan Rp. 74.933.470.493,79 terdiri dari:
i. Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah merupakan saldo giro atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah di Bank yang ditunjuk dengan rincian sebagai berikut:

	No Rekening
	Uraian
	Bank
	Saldo Per

 31-12-2012
(Rp)
	Saldo Per

 31-12-2011

(Rp)

	003.21.00706.00.0
	RKUD Kab. Lombok Tengah
	Bank NTB Cabang  Praya
	43.162.474,00
	44.628.267,00

	003.21.00961.01.2
	Kas Umum Pemkab.Lombok Tengah
	Bank NTB Cabang Praya
	49.265.247,00
	33.383.893,00

	003.21.00962.01.0
	Pengeluaran Kas Daerah Kab. Lombok Tengah
	Bank NTB Cabang Praya
	80.374.616.117,55
	56.872.410.754,01

	Jumlah
	
	80.467.043.838,55
	56.950.422.914,01


Dari jumlah saldo kas di kas daerah sebesar Rp.80.467.043.838,55 tersebut,  diantaranya sebesar Rp.659.392.867,00 merupakan titipan utang PFK sebagai akibat adanya kelebihan restitusi PPh 21 Tahun 2004 dan adanya  PPN  dan PPh yang terlanjur disetorkan ke kas daerah.  Saldo kas diatas merupakan saldo kas berdasarkan buku rekening.
2. Kas di Bendahara Pengeluaran
Selain kas yang dikelola dalam rekening giro yang dimiliki atas nama Pemeritah Kabupaten Lombok Tengah, terdapat uang/dana yang pengelolaannya melalui rekening-rekening atas nama SKPD yang tidak dalam penguasaan BUD (belum dilaporkan ke BUD).  Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp.56.130.538,40  dan Rp.323.749.769,00  dengan rincian sebagai berikut:
	No
	SKPD
	UYHD

Saldo per

31 -12 2012 (Rp)
	Utang Pemotongan (PPN/PPH)

Saldo per

31 -12 2012 (Rp)
	Saldo per

31 -12 2011 (Rp)

	1.
	Dikpora
	0,00
	8.232.428,00
	0,00

	2.
	Dinas Kesehatan
	0,00
	
	827.282,00

	3.
	BAPPEDA
	8.253.674,00
	5.000,00
	79.948.106,00

	4.
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	0,00
	
	41.209.829,00

	5.
	Kesatuan Bangsa, Politik dan Permas.
	0,00
	
	808.756,00

	6.
	Sekretariat DPRD
	0,00
	
	143.242.076,00

	7.
	Kecamatan Praya
	0,00
	
	9.600.000,00

	8.
	Kecamatan Praya Barat Daya
	1.678.364,00
	
	6,00

	9.
	Kecamatan Pujut
	0,00
	
	1.724.787,00

	10.
	Kecamatan Pringgarata
	156.200,00
	1.768.010,00
	434.500,00

	11.
	Kantor Latihan Kerja
	6.159.243,00
	
	0,00

	12.
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	430.000,00
	251.773,00
	9.002.445,00

	13.
	Kantor Lingkungan Hidup
	621.060,00
	
	0,00

	14.
	Dinas Koperasi dan UKM
	3.029.000,00
	
	0,00

	15.
	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
	315.000,00
	
	0,00

	16.
	Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian,Perikanan dan Kehutanan
	0,40
	102.727,00
	0,00

	17.
	Dinas Pertanian dan Peternakan
	190.000,00
	
	0,00

	18.
	Kantor Ketahanan Pangan
	10.947.187,00
	
	26.947.187,00

	19.
	Dinas Kelautan dan Perikanan
	68.128,00
	1.379.886,00
	0,00

	20.
	Sekretariat Daerah
	0,00
	9.641.049,00
	10.003.795,00

	21.
	Sostek
	0,00
	1.759.761,00
	0,00

	22.
	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	0,00
	0,00
	1.000,00

	Jumlah
	31,847.856,40
	24.282.682,00
	323.749.769,00


Saldo kas diatas merupakan sisa  Uang Yang Harus Dipertangjawabkan dan sisa pajak yang belum disetor pada Tahun Anggaran 2012.  
3. Kas di Bendahara Penerimaan

Sampai dengan tanggal pelaporan tidak ada laporan dari SKPD terkait dengan sisa kas di bendahara Penerimaan.

4. Piutang Pajak

Piutang Pajak Daerah per  31 Desember 2012 dan  per 31 Desember 2011 sebesar Rp.297.279.430,50 dan Rp.335.569.030,50 merupakan jumlah tagihan Pajak yang sampai dengan tanggal pelaporan belum disetorkan oleh wajib pajak,  dengan rincian sebagai berikut :

	No
	Uraian
	Saldo Tahun 2012
(Rp)
	Saldo Tahun 2011
(Rp)

	1.
	Piutang Pajak Hotel
	257.641.230,87
	257.641.230,87

	2.
	Piutang Restoran
	20.434.749,63
	20.434.749,63

	3.
	Piutang Pajak Reklame
	19.203.450,00
	19.203.450,00

	4.
	Piutang Pajak Air Bawah Tanah
	0,00
	38.289.600,00

	Jumlah
	297.279.430,50  
	335.569.030,50  


Saldo piutang pajak ini merupakan saldo piutang yang berdasarkan administrasi di Dinas Pendapatan telah mempunyai ketetapan pajak atau  yang setara dengan surat ketetaan pajak.

5. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi per  31 Desember 2012 sama dengan piutang retribusi  per 31 Desember 2011 yakni sebesar Rp. 103.771.457,00  dengan rincian sebagai berikut:
	No
	Uraian
	Saldo Tahun 2012
(Rp)
	Saldo Tahun 2011

(Rp)

	1.
	Rutan Loteng
	       1.206.000,00 
	       1.206.000,00 

	2.
	Polres Loteng
	       3.888.420,00 
	       3.888.420,00 

	3.
	Pasien umum
	21.358.772,00
	21.358.772,00

	4.
	Jamsostek
	       6.388.865,00 
	       6.388.865,00 

	5.
	Sewa Kios
	42.955.400,00
	42.955.400,00

	6.
	Sewa Rumah Milik Pemda
	27.675.000,00
	27.675.000,00

	7.
	Sewa Tanah Milik Pemda
	299.000,00
	299.000,00

	Jumlah
	103.771.457,00
	103.771.457,00


Piutang retribusi  yang terdapat di Rumah Tahanan dan Polres Lombok Tengah merupakan piutang retribusi RSUD Praya yang timbul akibat jasa yang telah diberikan  terhadap pasien yang berasal dari  tahanan  sakit yang menjadi tanggungjawab  Rumah Tahanan dan Polres Lombok Tengah. Saldo piutang pajak ini merupakan saldo piutang yang berdasarkan administrasi di Dinas Pendapatan telah mempunyai ketetapan retribusi atau  yang setara dengan surat ketetapan retribusi  yaitu kwitansi atas jasa yang telah diberikan dan perjanjian sewa.

6) Piutang Dana Perimbangan/Bagi Hasil Provinsi 

Piutang Bagi Hasil (PBH) Pajak Provinsi per  31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp.384.750.000,00 dan Rp.6.994.877.920,00. PBH per 31 Desember 2012 merupakan hak Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dari  Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 belum lunas dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan perincian sebagai berikut:
	No.
	Uraian
	Saldo Tahun 2012
(Rp)
	Saldo Tahun 2011

(Rp)

	1.
	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor 
	0,00
	1.176.668.857,00

	2.
	Piutang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
	0,00
	3.521.631.929,00

	3.
	Piutang PBH - PBBKB
	0,00
	1.888.553.663,00

	4.
	Piutang Pajak Pengambilan  Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
	0,00
	23.273.471,00

	5.
	Piutang Bantuan Keuangan-BSM
	384.750.000,00
	384.750.000,00

	Jumlah
	384.750.000,00
	6.994.877.920,00


7)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per  31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp.72.172.193,52 dan Rp. 13.229.993,52. Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran TA 2011 merupakan akumulasi atas Penjualan Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dan diharapkan akan dibayarkan pada tahun anggaran 2012.
8)
Piutang Lain-Lain

Piutang lain-lain yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah  per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp.2.031.681.800,00 dan Rp.2.048.329.800,00. merupakan tagihan kepada CV. Pelonggo atas pengelolaan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah berupa Hotel TASTURA, piutang yang timbul akibat penjualan sapi feetening kepada petani dan adanya kesalahan penerbitan SP2D yang melampaui kontrak  pada CV.Rifa Perdana Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tugu Peringatan. dengan perincian sebagai berikut:
	No
	Uraian
	Saldo Tahun 2012
(Rp)
	Saldo Tahun 2011
(Rp)

	1.
	Kepada CV. Pelonggo
	1.975.353.800,00
	1.975.353.800,00

	2.
	H.A. Rifai (Sapi Feetening)
	300.000,00
	300.000,00

	3.
	Aq Nam (Sapi Feetening)
	300.000,00
	300.000,00

	4.
	Munawar (Sapi Feetening)
	2.800.000,00
	2.800.000,00

	5.
	Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga 
	52.928.000,00
	69.576.000,00

	Jumlah
	2.031.681.800,00
	2.048.329.800,00


9)
Persediaan
Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka  pelayanan masyarakat. Saldo persediaan per  31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp.8.145.117.657,81 dan Rp.8.161.519.609,76 merupakan persediaan yang masih tersisa di beberapa SKPD. Nilai persediaan ini ditentukan berdasarkan stock opname yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. 
	No
	Jenis Sediaan
	Saldo 2012
 (Rp.)
	Saldo 2011

 (Rp.)

	1.
	Persediaan ATK, dll
	355.918.591,31
	73.689.666,76

	2.
	Persediaan Barang Kuasi
	132.049.495,00
	271.303.460,00

	3.
	Persediaan Alat Listrik
	37.847.500,00
	0,00

	4.
	Persediaan Obat-obatan
	4.510.000.000,00
	7.362.343.935,00

	5.
	Persediaan Bahan Kimia
	507.004.750,00
	0,00

	6.
	Persediaan Alat Kesehatan
	459.499.650,00
	406.367.448,00

	7.
	Persediaan Obat Askes IFRS
	105.447.870,00
	0,00

	8.
	Persediaan  Obat Hewan
	0,00
	2.390.000,00

	9.
	Persediaan Obat Tanaman
	0,00
	22.875.000,00

	10.
	Persediaan Obat dan Askes Umum
	243.840.791,00
	0,00

	11.
	Persediaan Bahan Medis
	146.572.500,00
	0,00

	12.
	Persediaan Bahan Lab.
	59.490.000,00
	0,00

	13.
	Persediaan Bahan Makanan 
	18.219.400,00
	11.020.100,00

	14.
	Persediaan Alat Kebersihan
	352.356.400,00
	11.530.000,00

	15.
	Persediaan Obat Anaesthesi
	50.140.000,00
	0,00

	16.
	Persediaan Reagen UTD
	44.873.000,00
	0,00

	17.
	Persediaan Alat Kontrasepsi
	748.766.893,00
	0,00

	18.
	Persediaan Alat Non Kontrasepsi
	373.090.818,00
	0,00

	Jumlah
	8.145.117.658,31
	8.161.519.609,76


Persediaan masing-masing SKPD tahun 2012 dapat dirincikan  sebagai berikut:
	No
	SKPD
	Jenis Sediaan
	Nilai

 (Rp.)

	1.
	Dinas Pendidikan
	ATK
	732.000,00

	2.
	Dinas Kesehatan
	ATK

Obat-obatan
Bahan Kimia
Alat Kesehatan
Alat Kebersihan
	71.380,00
4.510.000.000,00

501.903.250,00

459.499.650,00

340.130.500,00

	3.
	RSUD
	ATK

Barang Kuasi

Bahan Kimia

Obat Askes IFRS

Obat dan Alkes Umum

Bahan Medis

Bahan Laboratorium

Bahan Makanan

Alat Kebersihan

Obat Anaesthesi

Alat Listrik

Reagen UTD
	3.981.000,00

21.634.000,00

5.101.500,00

105.447.870,00

243.840.791,00

146.572.500,00

59.490.000,00

18.219.400,00

7.264.900,00

50.140.000,00

35.360.500,00

44.873.000,00

	4.
	Dinas PU
	ATK
	541.750,00

	5.
	Bapeda
	ATK
	327.500,00

	6.
	Dinas Perhubungan
	ATK
Barang Kuasi
	272.550,00

11.551.000,00

	7.
	Dinas  Kependudukan

	ATK

	293.915.500,00



	8.
	BP2KB
	ATK
Alat Kontrasepsi

Alat Non Kontrasepsi
	568.000,00

748.766.893,00

373.090.818,00

	9.
	Dinsosnakertrans
	ATK
Alat Kebersihan

Alat Listrik 
	24.353.701,00

4.640.000,00

2.400.000,00

	10.
	Sekretariat Daerah
	ATK
	1.221.200,00

	11.
	Sekretariat DPRD
	ATK
Alat Listrik

Alat Kebersihan
	1.314.100,00

87.000,00

321.000,00

	12.
	Inspektorat Daerah
	ATK
	873.500,00

	13.
	Pol-PP
	ATK
	185.000,00

	14.
	Kantor Pelayanan  Terpadu
	ATK
	545.250,00

	15.
	Dinas Pendapatan
	ATK

Barang Kuasi
	786.100,00

98.864.495,00

	16.
	BKD
	ATK
	87.260,00

	17.
	Kec. Praya
	ATK
	1.749.000,00

	18.
	Kec. Praya Barat
	ATK
	4.511.589,00

	19.
	Kec. Praya Timur
	ATK
	170.000,00

	20.
	Kec. Pringgarata
	ATK
	20.000,00

	21.
	Kec. Kopang
	ATK
	229.500,00

	22.
	Kec. Janapria
	ATK
	380.000,00

	23.
	Kec. Praya Tengah
	ATK
	730.700,00

	24.
	Kec. Batukliang Utara
	ATK
	6.380.511,31

	25.
	Kec. Batukliang Utara
	ATK
	126.000,00

	26.
	Kec. Jonggat
	ATK
	312.500,00

	27
	BPMD
	ATK
	815.500,00

	28.
	BP4K
	ATK
	83.000,00

	29.
	Kantor Ketahanan Pangan
	ATK
	182.500,00

	30.
	Dinas Kelautan & Perikanan
	ATK
	564.500,00

	31.
	Disperindag
	ATK
	9.887.500,00

	
	
	
	

	Jumlah
	8.145.117.658,00


b)  Investasi Jangka Panjang
1) Investasi Non Permanen
Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 sebesar Rp.26.992.864.868,00 dan Rp. 28.212.848.730,00 merupakan jumlah investasi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah  untuk penguatan modal yang diberikan sebagai pinjaman bergulir maupun non bergulir kepada masyarakat. Jumlah saldo penguatan modal kepada masyarakat tersebut terdiri dari:
	No
	Investasi Non Permanen
	Saldo  Tahun 2012
(Rp)
	Saldo  Tahun 2011

(Rp)

	1.
	Perkuatan Permodalan Koperasi
	6.310.197.000,00
	6.312.197.000,00

	2.
	Revolving Tembakau
	345.905.000,00
	345.905.000,00

	3.
	LEPP-M3 Bilelando
	284.598.300,00
	284.598.300,00

	4.
	Kredit Modal Usaha Kelembagaan
	291.227.000,00
	291.227.000,00

	5.
	KWT
	2.619.500,00
	2.619.500,00

	6.
	Lahan Marginal
	501.075.000,00
	501.075.000,00

	7.
	Sapi Fetening
	111.462.500,00
	111.462.500,00

	8.
	SKIM Kredit TKI
	1.367.799.230,00
	1.367.799.230,00

	9.
	GAKIN PD-BPD
	3.613.281.338,00
	4.802.515.200,00

	10.
	Klompok Tani Makmur
	153.000.000,00
	153.000.000,00

	11.
	Bagian Ekonomi-Bantuan DBH-CHT
	14.011.700.000,00
	14.040.450.000,00

	
	Jumlah
	26.992.864.868,00
	28.212.848.730,00


Nil
 Investasi non permanen per 31 Desember 2012 dan  31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp.26.992.864.868,00  dan Rp.  28.212.848.730,00  menunjukkan adanya mutasi kurang pada tahun anggaran 2012 sebesar Rp.1.219.983.862,00 Perubahan nilai investasi non permanen  ini disebabkan oleh adanya penerimaan kembali dari Perkuatan Modal Koperasi,Gakin PD-BPD dan Dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT).
2) 
Investasi Permanen
Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011  adalah masing-masing sebesar Rp.29.369.635.711,92  dan Rp.26.069.824.055,92          merupakan saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada beberapa perusahaan daerah yang terdiri atas:

	No
	Uraian
	Saldo Tahun 2012
(Rp)
	Saldo Tahun 2011

(Rp)

	1.
	Penyertaan pada PDAM
	1.553.596.495,42
	1.553.596.495,42

	2.
	Penyertaan pada PT Bank NTB dalam bentuk Lembar Saham
	16.186.333.753,00
	12.886.522.097,00

	3.
	Penyertaan pada  PD. BPR – NTB
	11.629.705.463,50
	11.629.705.463,50

	Jumlah
	29.369.635.711,92
	26.069.824.055,92


Penilaian investasi di PT. Bank NTB dan PD. BPR  adalah berdasarkan metode biaya, sedangkan di PDAM berdasarkan metode ekuitas. Dari jumlah investasi diatas, dapat dilihat bahwa perubahan terjadi pada penyertaan modal di PT. Bank NTB karena adanya tambahan sebesar Rp.3.299.811.656,00 namun tidak ada perubahan yang terjadi terhadap investasi permanen di  PDAM dan PD. BPR NTB Lombok Tengah. 
c)  Aset Tetap
Saldo Aset tetap per  31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp.1.949.985.111.078,14 dan Rp 1.781.338.732.548,44 Nilai Aset Tetap  merupakan jumlah aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari:

	No
	Uraian
	Saldo per 

31-12- 2012 (Rp)
	Saldo per 

31-12- 2011 (Rp)

	1.
	Tanah
	281.296.273.696,70
	273.496.768.358,00

	2.
	Peralatan dan Mesin
	208.554.585.165,00
	178.584.186.184,00

	3.
	Gedung dan Bangunan
	409.275.810.385,00
	348.378.404.985,00

	4.
	Jalan, Irigasi dan Jembatan
	1.008.276.501.426,44
	954.281.062.446,44

	5.
	Aset Tetap Lainnya
	34.869.266.525,00
	26.409.332.775,00

	6.
	Konstruksi Dalam Pengerjaan
	7.712.673.880,00
	188.977.800,00

	Jumlah
	1.949.985.111.078,14
	1.781.338.732.548,44


Jumlah aset tetap pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 91,35 % dari tahun sebelumnya, Rincian aset tetap terlampir dalam lampiran 1.7 Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD tahun 2012.
d) Aset Lainnya
Aset lainnya yang dimiliki pemerintah daerah sebesar Rp.5.821.071.641,98 terdiri dari tuntutan ganti rugi sebesar Rp.1.561.729.266,98, aset tak berwujud senilai Rp. 569.100.000,00 dan aset lain-lain sebesar Rp. 3.690.242.375,00. 

1) Tuntutan ganti rugi merupakan hasil temuan pemeriksa yang dilakukan oleh BPK RI,BPKP Denpasar,Inspektorat Provinsi NTB,Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Tengah,dan TGR Perorangan dengan Rincian sebagai berikut :

	No. 
	Instansi Pemeriksa
	2012 
	2011

	 a. 
	 BPK RI 
	609.388.023,00
	        1,536.170.096,63 

	 b. 
	BPKP Denpasar 
	184.260.246,00
	           227.426.746,00 

	 c. 
	Inspektorat Provinsi NTB 
	141.510.344,00
	           245.224.044,98 

	 d. 
	Inspektotar kabupaten Lombok Tengah 
	576.341.653,00
	           804.766.532,00 

	 e. 
	  TGR Perorangan 
	50.229.000,00
	            77.520.000,00 

	 Jumlah 
	1.561.729.266,98
	    2.891.107.419,61


2) Aset Tak Berwujud, merupakan software yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, yang terdiri dari:

	No.
	Uraian
	Instansi
	Saldo Tahun 2012
(Rp)
	Saldo Tahun 2011

(Rp)

	1.
	Sistim Informasi Adminis-trasi Kependudukan 
	Dinas Kependudukan & CAPIL
	0,00
	0,00

	2.
	Sistem Informasi  Manaje- men (SIM) RS
	RSUD Praya
	240.000.000,00
	240.000.000,00

	3.
	Website Pemerintah Kabupaten
	Bagian PDE Setda
	57.500.000,00
	57.500.000,00

	4.
	Sistem Aplikasi Gaji
	Bag. Keuangan Setda
	159.400.000,00
	159.400.000,00

	5.
	Aplikasi SIMBADA
	Bag. Aset Daerah Setda
	112.200.000,00
	112.200.000,00

	
	Jumlah
	569.100.000,00
	569.100.000,00


3)
Aset Lain-lain
Aset lain-lain merupakan aset bangunan, peratan dan mesin yang telah diserahkan kepada masyarakat namun belum dihapuskan dari asset tetap rinciannya sebagai berikut :
	No.
	Uraian
	Instansi
	Saldo Tahun 2012
(Rp)
	Saldo Tahun 2011

(Rp)

	1.
	Perahu Tempel
	Dinas Perikanan 
	776.996.975,00
	776.996.975,00

	2.
	MCK 
	Dinas PU
	830.940.000,00
	830.940.000,00

	3.
	Mesin Pompa Air dan Pengolahan Pupuk
	Dinas Pertanian dan Peternakan
	168.750.000,00
	168.750.000,00

	4.
	Bibit Ikan,Motor Boat,Perahu/sampan,Alat Tangkap Ikan Radio VHF dan Tabung gas
	Dinas Perikanan
	1.385.561.200,00
	1.385.561.200,00

	5.
	Mesin Bajak
	Dinas Pertanian
	118.500.000,00
	118.500.000,00

	6.
	Konstursi Instalasi Bio Gas
	Dinas ESDM
	109.860.200,00
	109.860.200,00

	7.
	Instalasi Listrik
	Dinas ESDM
	201.234.000,00
	201.234.000,00

	8.
	Buku
	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
	98.400.000,00
	98.400.000,00

	
	Jumlah
	3.690.242.375,00
	3.690.242.375,00


2. 
KEWAJIBAN
a)
Utang Jangka Pendek

Utang Jangka Pendek pada tahun anggaran 2012  dan 2011 masing-masing sebesar Rp.1.964.800.509,64 dan Rp. 1.439.370.510,64 terdiri dari:

a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang PFK per  31 Desember 2012 sama dengan per 31 Desember 2011 yakni sebesar Rp. 659.392.867,00 merupakan akibat dari kelebihan restitusi PPh Pasal 21 pada Tahun Anggaran 2004 dan PFK yang disetor ke Kas Daerah sehingga menjadi kewajiban yang masih harus di setor ke Kas Negara (KPPN). Utang PFK ini terdiri dari:
	No.
	Uraian
	Saldo Tahun 2012
(Rp)
	Saldo Tahun 2011

(Rp)

	1.
	Kelebihan Pemotongan PPh P21
	657.652.137,00
	657.652.137,00

	2.
	PPN, PPh 23 dan PPh 21 yang disetor ke Kas Daerah
	1.740.730,00


	1.740.730,00



	TOTAL
	659.392.867,00
	659.392.867,00


2) Utang Pemotongan Pajak Pusat (PPN/PPh)
Saldo Utang Pemotongan Pajak Pusat (PPN/PPh) per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp.24.282.682,00 dan Rp.13.685.817,00

	No
	Uraian
	Saldo per

31-Des-2012
	Saldo per

31-Des-2011

	1.
	PPh Pasal 21
	0,00
	4.009.445,00

	2.
	PPh pasal 22
	24.282.682,00
	754.214,00

	3.
	PPh Pasal 23
	0,00
	1.794.204,00

	4.
	PPN
	0,00
	7.127.954,00

	
	Jumlah
	24.282.682,00
	13.685.817,00


3) Utang Lainnya

Saldo Pendek Lainnya per  31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing  sebesar Rp.1.281.124.960,64 dan Rp. 766.291.826,64.  Perinciannya dapat diuraikan sebagai berikut:
	No.
	Pihak Ketiga
	Saldo Tahun 2012
(Rp)
	Saldo Tahun 2011
(Rp)

	1.
	Kesalahan Penetapan  Kekurangan Tunjangan Beban Kerja pada Dinas Perhubungan
	243.943,00
	243.943,00

	2.
	BHP ke Desa Sepakek
	3.250.500,00
	3.250.500,00

	3.
	BHP ke Desa Jelantik
	3.250.500,00
	3.250.500,00

	4.
	PPN dan PPh 21 
	3.462.346,00
	3.462.346,00

	5.
	Iuran Wajib Pemda (ASKES)
	937.077.834,00
	0,00

	6.
	PT. Kartikabhakti Sari Nusantara
	285.959.837,64
	285.959.837,64

	7.
	PT. Idee Murni Pratama
	0,00
	0,00

	8.
	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun 2012
	47.880.000,00
	470.124.700,00

	Total
	1.281.124.960,64
	766.291.826,64


3. 
EKUITAS/DANA

Ekuitas dana per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp.2.101.761.829.706,18 dan Rp. 1.916.265.955.112,12 terdiri dari: 
a)
Ekuitas Dana Lancar

Saldo Ekuitas Dana Lancar per  31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp.89.593.146.406,14 dan Rp.73.494.099.983,15 dengan rincian sebagai berikut :
	No.
	Uraian
	Saldo per 31

Desember 2012 (Rp)
	Saldo per 31

Desember 2011 (Rp)

	1.
	SiLPA
	79.839.498.827,95
	56.603.093.999,01

	2.
	Pendapatan ditangguhkan
	0,00
	0,00

	3.
	Cadangan Piutang
	2.889.654.881,02
	9.495.778.201,02

	4.
	Cadangan Persediaan
	8.145.117.657,81,00
	8.161.519.609,76

	5.
	Dana untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
	(1.281.124.960,64)
	(766.291.826,64)

	Jumlah
	89.593.146.406,14
	73.494.099.983,15


Saldo Ekuitas Dana Lancar tersebut diatas  merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang bersifat lancar, merupakan  selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai hutang lancar/hutang jangka pendek.
	No.
	Uraian
	Saldo per 31

Desember 2012 (Rp)
	Saldo per 31

Desember 2011 (Rp)

	1.
	Aset Lancar
	91.557.946.915,78
	74.933.470.493,79

	2.
	Hutang Jangka Pendek
	1.964.800.509,64
	1.439.370.510,64

	Ekuitas Dana Lancar
	89.593.146.406,14
	73.494.099.983,15


b)
Ekuitas Dana Investasi

Saldo Ekuitas Dana Investasi per  31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp.2.012.168.683.300,04 dan Rp.1.842.771.855.128,97.  adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang diinvestasikan,  jumlah akumulasi nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya terdiri atas:

	No.
	Uraian
	Saldo per 31

Desember 2012 (Rp)
	Saldo per 31

Desember 2011 (Rp)

	1.
	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang
	56.362.500.579,92
	54.282.672.785,92

	2.
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap
	1.949.985.111.078,14
	1.781.338.732.548,44

	3.
	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
	5.821.071.641,98
	7.150.449.794,61

	TOTAL
	2.012.168.683.300,04
	1.842.771.855.128,97


a. Jumlah akun Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang per  31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp.56.362.500.579,92 dan Rp.54.282.672.785,92 merupakan dana pemerintah daerah  yang diinvestasikan dalam bentuk  investasi permanen dan investasi non permanen yang merupakan lawan dari akun Investasi Jangka Panjang.

b. Jumlah akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap per  31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp.1.949.985.111.078,14 dan Rp.1.781.338.732.548,44 merupakan jumlah dana  pemerintah daerah  yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap.

c. Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per  31 Desember 2012 sebesar Rp.5.821.071.641,98  merupakan lawan dari akun aset tetap lainnya.  Aset Lainnya tahun 2012 terdiri dari jumlah dana yang diinvestasikan dalam aset tak berwujud sebesar Rp. 569.100.000,00 dan sebesar Rp. 3.690.242.375,00  diketegorikan sebagai  aset lain-lain yaitu aset pemerintah daerah yang dikuasi oleh masyarakat namun belum ada berita acara pelepasan/penghapusan dari neraca pemerintah daerah. 
II. 
  
POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
a.
Pendapatan

Dari target pendapataan tahun 2012 sebesar Rp.1.051.205.344.987,58 dapat direalisasikan sebesar Rp.1.021.456.656.072,,23 atau 97,17% Pendapatan tersebut terdiri dari:

	No.
	Uraian
	2012
	2011

	
	
	Anggaran

(Rp)
	Realisasi

(Rp)
	%
	Realisasi

 (Rp)

	a.


	Pendapatan Asli Daerah
	110.789.153.137,51
	52.369.538.251,23
	47,28
	59.275.314.733.90

	b.


	Pendapatan Transfer
	939.878.191.850,07
	969.087.117.821,00
	103,11
	865.566.475.860,38

	c.
	Lain-lain Pendapatan  yang Sah
	538.000.000,00
	0,00
	0,00
	0,00


	TOTAL
	1.051.205.344.987,58
	1.021.456.656.072,23
	97,17
	924.841.790.594,28


Perincian Pendapatan tersebut dapat diuraikan  sebagai berikut :

1).  Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target pendapatan yang dianggarkan sebesar Rp.110.789.153.137,51 dapat direalisasikan sebesar Rp.52.369.538.251,23 atau 47,27%.  Realisasi dari komponen Pendapatan Asli Daerah selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut: 

	No
	Uraian
	2012
	2011

	
	
	Anggaran

(Rp)
	Realisasi

(Rp)
	%
	Realisasi

(Rp)

	a.
	Pajak Daerah
	15.804.497.743,81
	17.425.273.080,00
	110,26
	12.667.159.561,00

	b.
	Retribusi Daerah
	27.420.126.285,70
	19.436.546.307,36
	70,88
	36.651.301.498,00

	c.
	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	3.688.840.000,00
	4.065.980.656,00
	110,22
	4.391.986.997,00

	d.
	Lain-Lain Pendapatan  Asli Daerah yang Sah
	63.875.689.108,00
	11.441.738.207,87
	17,94
	5.564.866.677,90

	TOTAL
	110.789.153.137,51
	52.369.538.251,23
	47,27
	59.275.314.733,90


Tidak terlampuinya  target yang telah ditetapkan disebabkan oleh masih kurang intensifnya pemungutan PAD oleh masing-masing SKPD. Adapun rincian masing-masing pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

	No.
	Jenis
	2012
	2011

	
	
	Anggaran 

(Rp)
	Realisasi 

(Rp)
	%
	Realisasi

(Rp)

	1.
	Pajak Daerah
	15.804.497.743,81
	17.418.777.080,00
	110,21
	12,667,159,561.00

	
	a.
	Pajak Hotel
	2.802.025.000,00
	3.005.610.079,00
	107,27
	1,906,059,268.00

	
	b.
	Pajak Restoran
	2.162.394.868,81
	2.663.329.930,00
	123,17
	1,579,617,902.00

	
	c.
	Pajak Hiburan
	142.400.000,00
	225.222.807,00
	158,16
	66,590,587.00

	
	d.
	Pajak Reklame
	460.586.875,00
	377.334.555,00
	81,92
	277,874,071.00

	
	e.
	Pajak Penerangan Jalan
	6.405.633.000,00
	6.499.863.190,00
	101,47
	5,142,935,405.00

	
	f.
	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
	500.000.000,00
	619.956.581,00
	123,99
	616,424,736.00

	
	g.
	Pajak Parkir
	721.458.000,00
	989.731.700,00
	137,18
	8,007,000.00

	
	h.
	Pajak Air Bawah tanah
	60.000.000,00
	144.431.675,00
	240,72
	889,832.00

	
	i.
	Pajak Sarang Burung Walet
	50.000.000,00
	6.500.000,00
	13,00
	8,000,000.00

	
	j.
	Pajak PBHTB
	2.500.000.000,00
	2.886.796.563,00
	115,47
	3,060,760,760.00

	2.
	 Retribusi Daerah
	29.044.167.840,20
	19.443.042.307,36
	66,94
	36,762,889,223.00

	
	a.
	 Retribusi Jasa Umum
	25.930.534.995,20
	17.077.582.933,36
	65,86
	34,955,905,991.00

	
	b.
	Retribusi Jasa Usaha 
	2.310.633.580,00
	1.250.911.775,00
	54,14
	1,023,376,840.00

	
	c.
	Retribusi Perizinan Tertentu
	802.999.265,00
	1.114.547.599,00
	138,80
	783,606,392.00

	3.
	 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	4.438.840.000,00
	4.065.980.656,00
	91,60
	4,391,986,997.00

	
	a.
	   Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
	0,00
	4.065.980.656,00
	
	4,391,986,997.00

	
	
	‒ PT BANK NTB
	0,00
	3.299.811.656,00
	
	4,184,249,997.00

	
	
	‒ PD-BPR LKP
	0,00
	766.169.000,00
	
	207,737,000.00

	
	b.
	   Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta
	0,00
	0,00
	
	-

	4.
	 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
	18.705.134.508,00
	11.457.738.207,87
	61,25
	5,453,278,952.90

	
	a.
	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
	180.718.800,00
	196.138.400,00
	108,53
	132,219,190.00

	
	b.
	Penerimaan Jasa Giro
	1.505.000.000,00
	2.763.449.886,00
	183,62
	3,486,654,533.00

	
	c.
	Pendapatan Bunga Deposito
	0,00
	6.581.250.000,00
	
	0,00

	
	d.
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
	24.000.000,00
	886.053.915,75
	
	144,886,824.00

	
	e.
	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah
	0,00
	166.335.200,00
	
	225,951,820.00

	
	f.
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
	0,00
	186.490.978,12
	
	194,410,270.00

	
	g.
	Pendapatan dari Pengembalian 
	0,00
	261.863.044,00
	
	844,004,819.90

	
	h.
	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Rumah
	0,00
	0,00
	
	1,248,000.00

	
	
	Penerimaan Lain-lain
	250.000.000,00
	416.156.784,00
	166,46
	423,903,496.00

	
	
	Jumlah
	15.804.497.743,81
	17.418.777.080,00
	110,21
	59.275.314.733,90


2)  Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer/Perimbangan terealisasi sebesar Rp.941.887.781.988,00 atau  102,89 %  dari anggaran sebesar Rp.915.459.715.585,69 Jumlah tersebut adalah pendapatan transfer dari pemerintah pusat  yang merupakan Dana Perimbangan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2012 yang diterima secara kas dengan rincian sebagai berikut:

	No
	Uraian
	2012
	2011

	
	
	Anggaran

(Rp)
	Realisasi

(Rp)
	%
	Realisasi

(Rp)

	1.
	Bagi Hasil Pajak
	42.148.147.168,69
	33.215.870.740,00
	78,81
	34,099,612,986.00

	2
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
	27.479.824.497,00
	30.302.974.248,00
	110,27
	28,162,166,690.00

	3.
	Dana Alokasi Umum
	702.814.863.000,00
	702.814.863.000,00
	100
	589,449,530,000.00

	4.
	Dana Alokasi Khusus
	74.433.270.000,00
	74.433.270.000,00
	100
	57,199,600,000.00

	5.
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
	68.583.610.920,00
	101.120.804.000,00
	147,44
	137,510,489,920.00

	Jumlah
	915.459.715.585,69
	941.887.781.988,00
	102,89
	846,421,399,596.00


Adapun rincian masing-masing pendapatan transfer pemerintah pusat adalah sebagai berikut:
	No.
	Jenis
	2012
	2011

	
	
	Anggaran

(Rp)
	Realisasi

 (Rp)
	%
	Realisasi

(Rp)

	1.
	 Bagi Hasil Pajak
	32.725.609.175,00
	33.215.870.740,00
	101,50
	34,099,612,986.00

	
	a.
	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
	26.521.384.579,00
	25.793.164.624,00
	97,25
	29,475,395,044.00

	
	b.
	Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
	0,00
	481.469.231,00
	
	-

	
	c.
	Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh Pasal 25 dan 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri
	6.204.224.596,00
	6.941.236.885,00
	111,88
	4,624,217,942.00

	2.
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
	27.479.824.497,00
	30.302.974.248,00
	110,27
	28,162,166,690.00

	
	a.
	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan
	0,00
	21.027.847,00
	
	28,695,425.00

	
	b.
	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)
	5.926.200,00
	0,00
	
	0,00

	
	c.
	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)
	4.818.735.500,00
	4.697.866.622,00
	97,49
	6,787,468,200.00

	
	d.
	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan 
	241.448.692,00
	0,00
	
	89,735,862.00

	
	e.
	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
	0,00
	343.986.219,00
	
	171,312,380.00

	
	f.
	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
	22.410.676.311,00
	25.231.196.306,00
	112,59
	21,084,954,823.00

	3.
	Dana Alokasi Umum
	702.814.863.000,00
	702.814.863.000,00
	100
	589,449,530,000.00

	
	a.
	Dana Alokasi Umum
	702.814.863.000,00
	702.814.863.000,00
	100
	589,449,530,000.00

	
	b.
	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.
	Dana Alokasi Khusus
	74.433.270.000,00
	74.433.270.000,00
	100
	57,199,600,000.00

	
	a.
	Dana Alokasi khusus bidang Non Reboisasi
	74.433.270.000,00
	74.433.270.000,00
	100
	57,199,600,000.00

	5.
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
	68.583.610.920,00
	101.120.804.000,00
	147,44
	137,510,489,920.00


	
	a.
	Dana Penyesuaian PLP dana tunjangan pendidikan
	68.583.610.920,00
	101.120.804.000,00
	147,44
	0,00


	
	b.
	Dana Penyesuaian Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP)
	-
	-
	-
	0,00

	
	c.
	Dana Penyesuaian (Tambahan Penghasilan guru)
	-
	-
	-
	14,132,250,000.00

	
	d.
	Dana Penyesuaian (Tunjangan profesi guru)
	-
	-
	-
	54,451,360,920.00

	
	e.
	Dana Penyesuaian (Dana Percepatan pembangunan infrastuktur daerah /DPPID)
	-
	-
	-
	15,008,029,000.00

	
	f.
	Dana Otonomi Khusus
	-
	-
	-
	53,918,850,000.00

	Jumlah
	68.583.610.920,00
	101.120.804.000,00
	147,44
	846,421,399,596.00


(6) Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi terealisasi sebesar Rp.21.889.335.833,00 atau 120.81%  dari anggaran sebesar Rp.18.118.476.264,38.  Jumlah tersebut pendapatan transfer dari pemerintah propinsi   yang merupakan dana bagi hasil pajak dan bantuan keuangan  untuk Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2012 yang diterima secara kas dengan rincian sebagai berikut:
	No
	Uraian
	2012
	2011

	
	
	Anggaran

(Rp)
	Realisasi

(Rp)
	%
	Realisasi

(Rp)

	1.
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)
	18.118.476.264,38
	21.889.335.833,00
	120,81
	    18,118,476,264.38 

	2.
	Pendapatan Bagi Hasil Retribusi
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	Bantuan Keuangan Lainnya
	6.300.000.000,00
	5.310.000.000,00
	84,29
	1,026,600,000.00

	
	Jumlah
	24.418.476.264,38
	27.199.335.833,00
	111,39
	19,145,076,264.38


Adapun rincian masing-masing pendapatan transfer pemerintah pusat adalah sebagai berikut:
	No
	Uraian
	2012
	2011

	
	
	Anggaran

(Rp)
	Realisasi

(Rp)
	%
	Realisasi

(Rp)

	1.
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)
	18.118.476.264,38
	21.889.335.833,00
	120,81
	18,118,476,264.38

	
	a.
	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor  
	0,00
	4.715.113.960,00
	
	5,130,034,207.65

	
	b.
	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan di Atas Air
	18.118.476.264,38
	0,00
	0,00
	0,00

	
	c.
	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
	0,00
	10.673.942.109,00
	-
	6,663,856,536.59

	
	d.
	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
	0,00
	6.477.006.293,00
	-
	6,263,038,721.58

	
	e.
	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
	0,00
	23.273.471,00
	-
	61,546,798.56

	
	f.
	Infrasturuktur Pendidikan (DPPIP)


	0,00
	0,00
	-
	0,00

	2.
	Bantuan keuangan dari provinsi 
	6.300.000.000,00
	5.310.000.000,00
	84,29
	1,026,600,000.00

	
	a.
	Bantuan Keuangan
	6.300.000.000,00
	5.310.000.000,00
	84,29
	1,026,600,000.00

	Jumlah
	24.418.476.264,38
	27.199.335.833,00
	111,39
	19,145,076,264.38


b. 
Belanja 

Dari Anggara Belanja Daerah yang tertuang dalam Perubahan APBD 2012 sebesar Rp.1.114.563.752,11 realisasinya mencapai Rp.986.777.922.749,29 atau 88,53%. Adapun perincian dari realisasi  belanja daerah adalah sebagai berikut:

	No.
	Jenis Belanja
	2012
	2011

	
	
	Anggaran

(Rp)
	Realisasi

(Rp)
	%
	Realisasi

(Rp)

	1.
	Belanja Operasi
	831.455.344.708,52
	776.653.791.685,60
	93,41
	742.349.679.955,37

	2.
	Belanja Modal
	239.265.318.440,16
	171.006.543.673,70
	71,47
	99.402.213.447,00

	3.
	Belanja Tidak Terduga
	4.917.798.400,00
	449.807.725,00
	9,15
	730.250.000,00

	4.
	Transfer Bagi Hasil ke Desa
	38.925.263.752,11
	38.667.779.664,99
	99,34
	30.533.352.080,00

	Jumlah
	1.114.563.725.300,79
	986.777.922.749,29
	88,53
	873.015.495.482,37


1. Belanja Operasi 

Realisasi belanja operasi tahun anggaran 2012 sebesar Rp.776.653.791.685,60 atau 93,41% dari anggaran sebesar Rp.831.455.344.708,52. Realisasi belanja operasi digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Kabupaten Lombok Tengah dengan perincian sebagai berikut :

	No.
	Jenis Belanja
	2012
	2011

	
	
	Anggaran

(Rp)
	Realisasi

(Rp)
	%
	Realisasi

(Rp)

	1.


	Belanja Pegawai Tidak Lansung
	662.548.164.003,69
	638.160.098.049,00
	96,32
	567.867.656.394,40



	2.
	Belanja Pegawai Lansung


	33.411.720.183,40
	28.821.610.586,00
	87,08
	31.744.991.217,00

	3.
	Belanja Barang
	110.263.657.401,38
	86.293.947.631,60
	78,05
	78.038.162.059,40

	4.
	Belanja Bunga
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	5.
	Belanja Subsidi
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	6.
	Belanja Hibah
	21.775.300.000,00
	20.866.700.000,00
	95,83
	12.846.275.750,00

	7.
	Belanja Bantuan Sosial
	3.456.503.120,05
	2.511.435.419,00
	78,05
	51.852.594.534,97

	J u m l a h
	831.455.344.708,52
	776.653.791.685,60
	93,41
	742.349.679.955,37


Realisasi belanja operasi di atas dapat dirincikan sebagai berikut:

	No.
	Jenis Belanja
	2012
	2011

	
	
	Anggaran

(Rp)
	Realisasi

(Rp)
	%
	Realisasi

(Rp)

	1.
	Belanja Pegawai Tidak Lansung
	662.548.164.003,69
	638.160.098.049,00
	96,32
	567,867,656,394.00

	
	a.
	Gaji dan Tunjangan
	562.247.555.189,46
	522.312.399.054,00
	92,90
	479,876,551,647.00

	
	b.
	Tambahan Penghasilan PNS
	93.240.559.899,00
	110.135.432.853,00
	118,12
	82,901,189,841.00

	
	c.
	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH
	3.120.120.000,00
	2.910.000.000,00
	93,27
	2,699,100,000.00

	
	d.
	Biaya Pemungutan Pajak Daerah
	2.815.860.105,19
	2.508.669.544,00
	89,09
	1,905,894,121.00

	
	e.
	Biaya Pemungutan Retribusi Daerah
	1.124.068.810,04
	293.596.598,00
	26,12
	484,920,785.00

	2.
	Belanja Pegawai Lansung
	33.411.720.183,40
	28.821.610.586,00
	86,26
	31,744,991,217.00

	
	a.
	Honorarium PNS
	20.587.362.994,40
	19.081.610.224,00
	92,69
	19,255,869,595.00

	
	b.
	Honorarium  Non PNS
	8.839.178.189,00
	6.901.680.112,00
	78,08
	5,350,653,822.00

	
	c.
	Uang Lembur
	2.142.944.000,00
	2.117.864.000,00
	98,83
	2,416,347,000.00

	
	d.
	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
	698.375.000,00
	694.656.250,00
	99,47
	610,700,000.00

	
	e.
	Belanja Beasiswa murid sekolah
	25.800.000,00
	25.800.000,00
	100,00
	4,085,320,800.00

	
	f.
	Belanja Pegawai BLUD
	,00
	0,00
	-
	26,100,000.00

	3.
	Belanja Barang dan Jasa
	110.263.657.401,38
	86.293.947.631,60
	78,26
	78,038,162,059.40

	
	a.
	Belanja Bahan Pakai Habis
	6.682.240.732,07
	6.440.394.818,60
	96,38
	3,826,151,552.00

	
	b.
	Belanja Bahan/Material
	16.513.440.407,27
	16.022.167.112,00
	97,03
	36,213,797,296.00

	
	c.
	Belanja Jasa Kantor
	12.656.410.748,04
	11.231.235.085,00
	88,74
	9,216,175,258.90

	
	d.
	Belanja Premi Asuransi
	1.766.160.000,00
	233.764.000,00
	13,24
	218,250,000.00

	
	e.
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
	6.898.309.818,00
	6.328.826.095,00
	91,74
	4,197,093,034.00

	
	f.
	Belanja Cetak dan Penggandaan
	3.789.741.701,00
	3.623.285.590,00
	95,61
	2,722,495,280.00

	
	g.
	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
	1.795.510.000,00
	1.398.325.700,00
	77,88
	938,530,500.00

	
	h.
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas
	101.482.500,00
	95.875.000,00
	94,47
	56,650,000.00

	
	i.
	Belanja Sewa Alat Berat
	15.375.000,00
	3.375.000,00
	21,95
	1,000,000.00

	
	j.
	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
	265.716.270,00
	243.087.270,00
	91,48
	82,987,500.00

	
	k.
	Belanja Makanan dan  Minuman
	10.872.895.600,00
	9.964.153.352,00
	91,64
	9,345,396,314.50

	
	l.
	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
	179.284.500,00
	177.875.000,00
	99,21
	254,579,554.00

	
	m.
	Belanja Pakaian Kerja
	138.405.000,00
	134.922.000,00
	97,48
	237,855,000.00

	
	n.
	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
	162.954.000,00
	161.104.000,00
	98,86
	128,928,000.00

	
	o.
	Belanja Perjalanan Dinas
	16.805.572.700,00
	15.492.653.859,00
	92,19
	9,853,647,770.00

	
	p.
	Belanja beasiswa pendidikan PNS
	287.600.000,00
	287.600.000,00
	100,00
	0,00

	
	q.
	Belanja kursus,pelatihan sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
	2.189.532.055,00
	2.080.640.000,00
	95,03
	0,00

	
	r.
	Belanja jasa konsultasi
	1.376.959.012,00
	1.353.571.200,00
	98,30
	0,00

	
	s.
	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
	11.236.420.750,00
	11.021.092.550,00
	98,08
	744,625,000.00

	
	t.
	Belanja barang dan jasa BLUD
	16.529.646.608,00
	0,00
	-
	0,00

	4.
	Belanja Bunga
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	5.
	Belanja Subsidi
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	6.
	Belanja Hibah
	21.775.300.000,00
	20.866.700.000,00
	95,83
	12,846,275,750.00

	
	a.
	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta 
	21.775.300.000,00
	20.866.700.000,00
	95,83
	8,577,275,750.00

	
	b.
	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan
	0,00
	0,00
	-
	4,269,000,000.00

	7.
	Belanja Bantuan Sosial
	3.456.503.120,05
	2.511.435.419,00
	72,66
	51,852,594,534.97

	
	a.
	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan
	3.456.503.120,05
	2.511.435.419,00
	72,66
	14,613,562,920.00

	
	b.
	Bantuan Sosial Urusan Bersama
	0,00
	0,00
	-
	36,789,031,614.97

	
	c.
	Belanja Bantuan Partai Politik
	0,00
	0,00
	-
	450,000,000.00

	
	
	Jumlah
	831.455.344.708,52
	776.653.791.685,60
	93,41
	742.349.679.955,37


2. Belanja Modal

Realisasi belanja modal digunakan untuk membiayai pengadaan aset. Realisasi belanja modal tahun anggaran 2012 sebesar Rp.171.006.543.673,70 atau 71.47% dari anggaran sebesar Rp 239.265.318.440,16. Realisasi belanja modal Kabupaten Lombok Tengah dengan perincian sebagai berikut :

	No
	Uraian
	2012
	2011

	
	
	Anggaran

(Rp)
	Realisasi

(Rp)
	%
	Realisasi

(Rp)

	1.
	Belanja Tanah 
	8.745.767.000,00
	7.799.505.338,70
	89,18
	5.103.757.458,00

	2
	Belanja Peralatan dan Mesin
	23.726.329.659,06
	32.486.480.825,00
	136,92
	19.243.904.488,00

	3.
	Belanja Gedung dan Bangunan
	67.821.825.154,50
	60.545.590.900,00
	89,27
	32.282.086.200,00

	4.
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
	118.406.349.357,07
	61.796.654.860,00
	52,19
	20.720.473.761,00

	5.
	Belanja Aset Tetap Lainnya
	20.565.047.269,53
	8.378.311.750,00
	40,74
	22.015.991.540,00

	Jumlah
	239.265.318.440,16
	171.006.543.673,70
	71,47
	99.402.213.447,00


Realisasi belanja modal tersebut  dapat dirinci sebagai berikut :

	No
	Uraian
	2012
	2011

	
	
	Anggaran

(Rp)
	Realisasi

(Rp)
	%
	Realisasi

(Rp)

	1.
	Belanja Modal Pengadaan Tanah
	8.745.767.000,00
	7.799.505.338,70
	89,18
	5,103,757,458.00

	 
	a.
	Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan puskesmas
	141.897.000,00
	0.00
	-
	310,000,000.00

	 
	b.
	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan sekolah dasar
	1.200.000.000,00
	960.000.000,00
	80,00
	785,000,000.00

	 
	c.
	Belanja modal Pengadaan tanah Perumahan
	240.000.000,00
	104.845.000,00
	43,69
	249,210,000.00

	 
	d.
	Belanja modal Pengadaan tanah prasarana Jalan Umum
	6.988.870.000,00
	6.684.660.338,70
	95,65
	300,000,000.00

	
	e.
	Belanja modal Pengadaan tanah prasarana Kelistrikan
	175.000.000,00
	50.000.000,00
	28,57
	3,459,547,458.00

	2.
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
	39.041.598.678,59
	32.360.444.125,00
	82,89
	19,243,904,488.00

	
	a.
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
	3.476.000.000,00
	3.218.212.000,00
	82,89
	0,00

	 
	b.
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
	6.927.765.371,00
	6.335.813.250,00
	91,46
	2,082,186,000.00

	
	c.
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan darat tidak Bermotor
	126.574.700,00
	114.570.000,00
	90,52
	0,00

	 
	d.
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor
	75.950.000,00
	75.810.000,00
	99,82
	257,185,000.00

	 
	e.
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor
	80.000.000,00
	79.805.000,00
	99,76
	603,716,000.00

	 
	f.
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
	127.700.000,00
	113.817.000,00
	89,13
	1,385,000.00

	 
	g.
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
	105.969.122,00
	105.741.000,00
	88,40
	469,675,700.00

	 
	h.
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
	1.302.231.185,00
	1.250.535.750,00
	96,03
	534,614,500.00

	 
	i.
	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
	198.240.863,00
	249.754.022,00
	125,99
	123,716,000.00

	 
	j.
	Belanja Modal Pengadaan Komputer
	1.879.244.639,83
	1.745.518.250,00
	92,88
	1,944,001,822.00

	 
	k.
	Belanja Modal Pengadaan mebeulair
	2.417.312.143,57
	2.240.835.403,00
	92,70
	2,453,630,786.00

	 
	l.
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
	144.036.718,00
	347.956.400,00
	241,57
	292,276,000.00

	 
	m.
	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
	0,00
	0,00
	-
	47,100,000.00

	 
	n.
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
	391.805.123,04
	379.959.500,00
	96,98
	241,191,030.00

	 
	o.
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
	83.939.912,00
	82.695.000,00
	98,52
	49,857,000.00

	 
	p.
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
	32.465.699,00
	32.282.300,00
	99,44
	45,179,000.00

	 
	q.
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
	4.793.222.597,62
	3.801.122.100,00
	79,30
	7,143,213,400.00

	
	r.
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
	327.645.085,00
	11.335.868.250,00
	3.459,8
	2,954,977,250.00

	
	s.
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan
	58.587.500,00
	3.625.000,00
	
	0,00

	
	t.
	Belanja Modal Pengadaan Alat Konstruksi/pertukangan
	1.500.000,00
	1.500.000,00
	100,00
	0,00

	
	u.
	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/peralatan Rumah Tangga
	18.980.000,00
	18.880.000,00
	99,47
	0,00

	
	v.
	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/peralatan Praktek
	11.246.934.999,53
	27.870.000,00
	0,25
	0,00

	
	w.
	Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
	799.010.520,00
	798.275.900,00
	99,91
	0,00

	 
	w.
	Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
	4.426.482.500,00
	0,00
	-
	0,00

	3.
	Belanja Modal Jalan,Jaringan dan Irigasi
	118.406.349.357,07
	61.708.112.860,00
	52,12
	20,720,473,761.00

	 
	a.
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
	97.110.614.224,12
	42.777.798.811,00
	44,05
	10,627,719,228.00

	 
	b.
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
	1.460.690.000,00
	1.459.493.800,00
	99,92
	253,000,000.00

	 
	c.
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
	17.771.691.531,95
	16.231.843.999,00
	91,34
	9,199,796,658.00

	 
	d.
	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
	2.063.353.601,00
	1.238.976.250,00
	60,05
	639,957,875.00

	4.
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
	64.511.369.154,50
	60.678.547.600,00
	94,06
	32,282,086,200.00

	
	a.
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
	64.439.325.154,50
	60.616.217.900,00
	94,07
	32,282,086,200.00

	 
	b.
	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
	72.044.000,00
	62.329.700,00
	86,52
	0,00

	5.
	Belanja Aset Tetap Lainnya
	8.560.234.250,00
	8.459.933.750,00
	98,83
	22,051,991,540.00

	 
	a.
	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
	8.240.085.000,00
	8.144.862.500,00
	98,84
	8,761,413,000.00

	 
	b.
	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan
	118.949.250,00
	118.949.250,00
	100,00
	21,578,200.00

	 
	c.
	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman
	81.000.000,00
	79.500.000,00
	98,15
	65,682,500.00

	 
	d.
	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga
	120.200.000,00
	116.622.000,00
	97,02
	9,800,000.00

	 
	e.
	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Praktek
	0,00
	0,00
	-
	12,915,691,790.00

	 
	f.
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran
	0,00
	0,00
	-
	15,000,000.00

	 
	g.
	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
	0,00
	0,00
	-
	262,826,050.00

	
	h.
	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	Jumlah
	239.265.318.440,16
	171.006.543.673,70
	71,47
	99,402,213,447.00


3. Belanja Tidak Terduga
Realisasi belanja tak terduga sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp.449.807.725,00 atau 9.15%  dari anggaran sebesar Rp.4.917.798.400,00. Realisasi belanja ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

	No.
	Jenis Belanja
	Keputusan Bupati 
	 Realisasi 

	1.
	Pengembalian Pembayaran Dana Percepatan Inprastruktur (DPPIP) Tahun anggaran 2011
	
	449.807.725,00

	
	
	
	

	J u m l a h
	449.807.725,00


4. Transfer Bagi Hasil ke Desa

Realisasi transfer bagi hasil ke desa sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 sebesar   Rp.38.667.779.664,99,00 atau 99,34% dari anggaran sebesar Rp.38.925.263.752,11 merupakan belanja bantuan keuangan kepada masyarakat/desa dengan rincian sebagai berikut :
	No
	Belanja
	2012
	2011

	
	
	Anggaran

(Rp)
	Realisasi

(Rp)
	%
	Realisasi

(Rp)

	1.
	Belanja Bagi Hasil Pajak
	698.678.576,00
	644.530.907,00
	92,25
	454.140.800,00

	2.
	Belanja Bagi Hasil Retribusi
	625.000.000,00
	624.999.878,00
	100
	562.491.300,00

	3.
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada  Pemerintah Desa
	37.151.585.176,11
	37.077.685.175,99
	99,80
	29.516.719.980,00

	4.
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada  Partai Politik
	450.000.000,00
	320.563.704,00
	71,24
	29.516.719.980,00

	Jumlah
	38.925.263.752,11
	38.667.779.664,99
	99,34
	30.533.352.080,00



c. 
Surplus/Defisit

Dari anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, maka terjadi surplus  realisasi APBD sebesar Rp.34.678.733.322,94.

	No
	Uraian
	2012
	2011

	
	
	Anggaran

(Rp)
	Realisasi

(Rp)
	%
	Realisasi

(Rp)

	1.
	Pendapatan
	1.051.205.344.987,58
	1.021.456.656.072,23
	97,17
	924.841.790.594,28

	2.
	Belanja
	(1.114.563.725.300,79)
	(986.777.922.749,29)
	88,53
	(873.015.495.482,37)

	Surplus (Defisit)
	(63.358.380.313,21)
	34.678.733.322,94
	(54,73)
	51.826.295.111,91


d.
Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk mengalokasikan angka surplus dan menutup angka defisit  yang terdiri dari Penerimaan Daerah dan Pengeluaran daerah. Adapun komponen dari pembiayaan yang terealisasi pada APBD Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Dari rencana penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp.81.113.093.999,01  terealisasi sebesar Rp.57.823.077.861,01 atau sebesar 71,29% dengan perincian sebagai berikut:

	No.
	Uraian
	2012
	2011

	
	
	Anggaran

(Rp)
	Realisasi

(Rp)
	%
	Realisasi

(Rp)

	1.
	Penggunaan SiLPA
	56.603.093.999,01
	56.603.093.999,01
	100
	15.934.876.684,10

	2.
	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat
	20.000.000.000,00
	0,00
	-
	0,00

	2.
	Penerimaan kembali Pinjaman
	4.510.000.000,00
	1.219.983.862,00
	27,05
	60.550.000,00

	Jumlah
	81.113.093.999,01
	57.823.077.861,01
	71,29
	15.995.426.684,10


a. Penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu sebesar Rp.56.603.093.999,01 atau terealisasi 100% dari anggaran sebesar Rp.56.603.093.999,01.

b. Penerimaan kembali pokok pinjaman merupakan penerimaan kembali dana bergulir yang disalurkan kepada masyarakat (investasi non  permanen) sebesar Rp.1.219.983.862,00 yakni pengembalian kembali pokok pinjaman kepada petani tembakau yang tahun sebelumnya dana ini bersumber dari Dana DBHCHT.

2. 
Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan yang terealisasi sebesar Rp.12.662.312.356,00 atau 71,32% dari anggaran sebesar Rp.17.754.713.685,80 dengan perincian sebagai berikut:
	No.
	Uraian
	2012
	2011

	
	
	Anggaran

(Rp)
	Realisasi

(Rp)
	%
	Realisasi

(Rp)

	1
	Penyertaan Modal di Bank 

NTB  Cabang Praya 
	3.500.000.000,00
	3.299.811.656,00
	94,28
	4.184.249.997,00

	2.
	Pinjaman kepada 

Petani Tembakau
	0,00
	0,00
	-
	5.080.000.000,00

	3.
	Dana bergulir kepada kelompok masyarakat
	4.510.000.000,00
	0,00
	-
	

	3.
	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga
	9.744.713.685,80
	9.362.500.700,00
	96,08
	1.954.377.800,00

	Jumlah
	17.754.713.685,80
	12.662.312.356,00
	71,32
	11.218.627.797,00


a. Penyertaan Modal di Bank NTB Cabang Praya terealisasi sebesar Rp.3.299.811.656,00 atau 94,28% dari anggarannya. Nilai tersebut merupakan  penambah investasi permanen Pemerintah Daerah sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana No.4889/909/LS tanggal 14 Nopember 2012. Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan Bank NTB Cabang Praya No. 900/268/Keu dan No.SB.04.26/70/116/2011

b. Pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran utang kepada pihak ketiga teralisasi sebesar Rp.9.362.500.700,00 atau 96,08% dari anggaran sebesar Rp.9.744.713.685,80.  Rincian pengeluaran untuk pembayaran hutang ini  adalah sebagai berikut:
	No.
	Pihak Ketiga
	Anggaran

(Rp)
	Realisasi

(Rp)

	1.
	Pembayaran Utang pada pihak Ketiga
	452.124.700,00
	452.124.700,00

	2.
	BSM
	9.292.588.985,80
	8.910.376.000,00

	Total
	9.744.713.685,80
	9.362.500.700,00


e.    Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA) Tahun Anggaran 2012
SiLPA merupakan selisih antara relisasi seluruh penerimaan anggaran dengan seluruh pengeluaran anggaran atau jumlah surplus/(defisit) ditambah dengan jumlah pembiayaan netto.
	No.
	Uraian
	2012
	2011

	
	
	Anggaran

(Rp)
	Realisasi

(Rp)
	%
	Realisasi

(Rp)

	1.
	Surplus/Defisit
	(63.358.380.313,21)
	34.678.733.322,94
	(54,73)
	51.826.295.111,91

	2.
	Pembiayaan Netto
	63.358.380.313,21
	45.160.765.505,01
	71,28
	4.776.798.887,10

	Jumlah
	0,00
	79.839.498.827,95
	
	56.603.093.999,01


Sesuai realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang telah diuraikan diatas maka dalam pelaksanaan APBD 2012 terdapat Sisa Lebih Perhitungan  Tahun Berjalan (SiLPA) sebesar Rp.79.839.498.827,95.
III. POS-POS LAPORAN ARUS KAS 
1.
Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 

Arus kas dari aktivitas operasi merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah. Selama tahun 2012 jumlah arus masuk kas dari aktivitas operasi sebesar Rp.1.021.405.497.672,23 

sedangkan arus keluar kas sebesar Rp.815.771.379.075,59.
 sehingga arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp.205.634.118.596,64.
a)
Arus Masuk Kas
Jumlah arus masuk kas sebesar Rp.1.021.405.497.672,23 merupakan realisasi kas masuk akibat aktiviats operasi pemerintah Kabupaten Lombok Tengah  periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan perincian sebagai berikut:
	No.
	Uraian
	Per 31 Desember 2012
(Rp.)

	I.
	Pendapatan Asli Daerah:
	

	1.
	Pendapatan Pajak Daerah
	17.425.273.080,00

	2.
	Pendapatan Rtribusi Daerah
	19.436.546.307,36

	3.
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
	4.065.980.656,00

	4.
	Lain-lain PAD yang sah
	11.390.579.807,87

	II.
	Pendapatan Transfer:
	969.087.117.821,00

	II.1.
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
	941.887.781.988,00

	1.
	Dana Bagi Hasil Pajak
	33.215.870.740,00

	2.
	Bagi Hasil Bukan Pajak
	30.302.974.248,00

	3.
	Dana Alokasi Umum
	702.814.863.000,00

	4.
	Dana Alokasi Khusus
	74.433.270.000,00

	5.
	Dana Penyesuaian
	101.120.804.000,00

	II.2
	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi
	27.199.335.833,00

	1.
	Dana Bagi Hasil Pajak
	21.889.335.833,00

	2.
	Bantuan Keuangan
	5.310.000.000,00

	
	Jumlah Arus Masuk Kas
	1.021.405.497.672,23


Jumlah arus mas
Jumlah arus masuk kas dari aktivitas operasi tahun 2012 sebesar Rp.1.021.405.497.672,23 merupakan pendapatan asli daerah ditambah dengan pendapatan dari dana transfer baik dari pemerintah pusat maupun propinsi. Arus masuk kas dari pendapatan asli daerah merupakan jumlah pendapatan asli daerah yang tidak termasuk di dalamnya hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, karena hasil penjualan aset daerah masuk dalam arus masuk kas dalam aktivitas investasi aset non keuangan.
b) Arus Keluar Kas

Jumlah arus keluar sebesar Rp.815.771.379.075,59 merupakan realisasi pengeluaran kas dalam rangka  operasi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah  periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan perincian sebagai berikut:
	No.
	Uraian
	Per 31 Desember 2012
(Rp.)

	
	Arus Keluar Kas:
	

	1.
	Belanja Pegawai
	666.981.708.635,00

	2.
	Belanja Barang
	86.293.947.631,60

	3.
	Belanja Hibah
	20.866.700.000,00

	4.
	Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan
	2.511.435.419,00

	5.
	Belanja tak terduga
	449.807.725,00

	6.
	Belanja Bagi Hasil Pajak
	644.530.907,00

	7.
	Belanja Bagi Hasil Retribusi
	624.999.878,00

	8.
	Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
	37.398.248.879,99

	
	Jumlah Arus Keluar Kas
	815.771.379.075,59


2.
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan
 

Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non keuangan lainnya. Selama tahun 2012 jumlah arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp.51.158.400,00 sedangkan arus keluar kas sebesar Rp.171.006.543.673,70 sehingga arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar minus Rp.170.955.385.273,70.
a. Arus Masuk Kas
Jumlah arus masuk kas sebesar Rp.51.158.400,00 merupakan pendapatan dari penjualan atas kendaraan bermotor roda dua.
b. Arus Keluar Kas


Jumlah arus keluar kas sebesar Rp.171.006.543.673,70 merupakan realisasi belanja modal unruk pembelian aset tetap  selama tahun 2012, dengan perincian sebagai berikut:
	No
	Uraian
	31 Desember 2012
(Rp)

	
	Arus Keluar Kas:
	

	1.
	Belanja Tanah
	7.799.505.338,70

	2.
	Belanja Peralatan dan Mesin
	32.360.444.125,00

	3.
	Belanja Gedung dan Bangunan
	60.678.547.600,00

	4.
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
	61.708.112.860,00

	5.
	Belanja  Aset Tetap lainnya
	8.459.933.750,00

	
	Jumlah Arus Keluar Kas
	171.006.543.673,70


3.  Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
 
Arus kas dari aktivitas pembiayaan merupakan aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.  Aktivitas pembiayaan selama tahun 2012 terdiri dari:
	No.
	Uraian
	31 Des 2012
(Rp)

	1.
	Arus Masuk Kas:
	

	
	Penerimaan kembali investasi non permanen.
	1.219.983.862,00

	
	Jumlah Arus Masuk Kas
	1.219.983.862,00

	2.
	Arus Keluar Kas:
	

	
	Pinjaman (dana bergulir) kepada Petani Tembakau
	3.299.811.656,00

	
	Pembayaran utang pada pihak ketiga
	9.362.500.700,00

	
	Jumlah Arus Keluar Kas
	12.662.312.356,00

	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan
	(11.442.328.494,00)


a) Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan tahun 2012 sebesar Rp.1.219.983.862,00 merupakan penerimaan kembali pokok pinjaman yang disalurkan melalui investasi non permanen kepada petani tembakau.
b)
Arus Keluar Kas

Arus keluar kas sebesar Rp.12.662.312.356,00 terdiri dari Rp.3.299.811.656,00 merupakan peyertaan modal pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Rp.9.362.500.700,00 merupakan pembayaran hutang kepada pihak ketiga. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten sebesar Rp.3.299.811.656,00 terdiri dari tambahan penyertaan modal kepada PT.BANK NTB, sebesar Rp.3.299.811.656,00 . Pembayaran utang kepada pihak ketiga sebesar Rp.9.362.500.700,00 merupakan pembayaran utang kepada pihak ketiga yang timbul pada tahun anggaran 2011. Rincian realisasi pembayaran utang kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut: 
	No.
	Pihak Ketiga
	Realisasi  Tahun 2012 (Rp.)

	
	Arus Keluar Kas
	

	I.
	Penyertaan Modal Pemerintah
	3.299.811.656,00

	1.
	Tambahan Peyertaan Modal Kepada PT.Bank NTB Cabang Praya
	3.299.811.656,00

	2.
	Pinjaman Kepada Petani Tembakau
	0,00

	II
	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga
	9.362.500.700,00

	1.
	Pembayaran Kepada Pihak Ketiga
	452.124.700,00

	2.
	BSM
	8.910.376.000,00

	Total
	12.662.312.356,00


4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran 

a) Arus Masuk Kas

Arus kas dari aktivitas non anggaran merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah selama tahun 2012 yakni hanya terdiri dari penerimaan dan pengeluaran perhitungan  fihak ketiga (PFK).  Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran merupakan aktivitas penerimaan PFK dari potongan SP2D gaji dan PFK lainnya pada tahun 2012. Arus keluar kas berupa penyetoran atas pungutan PFK ke kas negara (KPKN).  Realisasi PFK tahun 2012 sebesar Rp.51.014.703.478,00 terdiri dari:
	No.
	Uraian
	31 Desember 2012
(Rp)

	1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
	Arus Masuk Kas:

Pungutan Iuran Wajib Pegawai (IWP)

Pungutan  Tabungan Perumahan (TAPERUM)

Pungutan PPN

Pungutan PPh 21

Pungutan PPh 22

Pungutan PPh 23
Pungutan PPh 24
	39.243.238.955,00
964.849.000,00
0,00
10.806.615.523,00
0,00
0,00
0,00

	
	Jumlah arus masuk kas
	51.014.703.478,00


b)
Arus Keluar Kas

Arus keluar kas berupa penyetoran atas pungutan PFK ke kas negara (KPKN).  Realisasi PFK tahun 2012 sebesar Rp. 51.014.703.478,00 terdiri dari:
	No.
	Uraian
	31 Desember 2012
(Rp)

	1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
	Arus Masuk Kas:

Pungutan Iuran Wajib Pegawai (IWP)

Pungutan  Tabungan Perumahan (TAPERUM)

Pungutan PPN

Pungutan PPh 21

Pungutan PPh 22

Pungutan PPh 23
Pungutan PPh 24
	39.243.238.955,00

964.849.000,00

10.806.615.523,00



	
	Jumlah arus masuk kas
	51.014.703.478,00


5. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2012
Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp.80.498.891.694,95 dengan rincian Kas di Kas Daerah sebesar Rp.80.467.043.838,00  Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.31.847.856,40. 
	Praya, 10 Februari 2013
A.n BUPATI LOMBOK TENGAH

Sekretaris Daerah
Drs.H.LALU SUPARDAN,MM
NIP : 19560801 198607 1 002
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